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 Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Simpan Pinjam Khusus Perempuan 
Dana Bergulir Perspektif Hukum Islam: Studi Di Kecamatan Batang Peranap 
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
adanya persoalan pada Simpan Pinjam Khusus Perempuan dimana sistem bunga 
yang di terapkan yang menjadi permasalahan pada Simpan Pinjam Khusus 
Perempuan tersebut.  
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Bagaimana 
sistem bunga dalam simpan pinjam khusus perempuan dana bergulir di 
masyarakat Kecamatan Batang Peranap. 2) Untuk mengetahui bagaimana 
pandangan hukum islam terhadap sistem bunga pada simpan pinjam khusus 
perempuan di masyarakat Kecamatan Batang Peranap. 
 Penelitian ini dilakukan penulis melalui analisis Deskriptif  Kualitatif, 
yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya 
sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang 
dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok 
permasalahan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 110 orang dan 
sampel sebanyak 20 orang yaitu 10 pengelola dan 10 nasabah sehingga penulis 
menggunakan teknik  Random Sampling. 
 Berdasarkan hasil peneltian di lapangan dan kemudian di analisa dapat 
disimpulkan bahwa sistem bunga pada simpan pinjam khusus perempuan di 
Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau terdapat 
masalah karena dengan adanya bunga tersebut nasabah merasa keberatan dan 
tidak adanya pengurangan jumlah besaran bunga. Dimana nasabah yang kesulitan 
untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya menginginkan pengurangan 
besaran bunga bahkan menginginkan tanpa adanya bunga, akan tetapi sampai saat 
ini belum ada pengurangan tersebut disebabkan dana yang ada masih sedikit. 
Adapun sasaran dari pelaksanaan simpan pinjam khusus perempuan ini di 
prioritaskan kepada kelompok anggota rumah tangga miskin akan tetapi pihak 
pengelola memberikan bantuan pinjaman dengan menerapkan sistem bunga yang 
dapat mempersulit nasabah. Menurut Hukum Islam penerapan sistem bunga 
tersebut tidak sesuai dengan ajaran Hukum Islam bahwasannya apabila 
mengambil uang dari suatu sumber sebagai pinjaman dengan membayarkan bunga 
atas dasar kesepakatan, maka hal itu merupakan riba, dan itu haram menurut 
syariat. Dan jika pembayaran bunga itu merupakan syarat dalam transaksi, maka 
itu adalah haram. 
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Gambar 2.1 Tampak depan Unit Pengelola Kegiatan Mitra Sejahtera Kecamatan 










































A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan makhluk monodualistis yang artinya selain sebagai 
makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial, dimana 
manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan manusia lainnya. Dalam 
bermasyarakat, manusia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Kebutuhan hidup tersebut sangat beragam baik, primer, sekunder, maupun tersier. 
Untuk memperoleh semua itu manusia perlu kerjasama dan saling membantu, 
khususnya orang kaya membantu yang miskin dan yang mampu membantu yang 
tidak mampu. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan 
manusia, mulai dari urusan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan 
manusia dengan alam. Untuk urusan manusia dengan manusia atau muamalah 
juga telah diatur secara merinci, mana hal yang diperbolehkan dan mana hal yang 
dilarang dalam pelaksanaan muamalah. 
 Salah satu dari kegiatan muamalah adalah utang-piutang atau pinjaman 
yang dalam Fiqh Muamalah biasa disebut dengan qardh, sedangkan dalam 
mekanismenya adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang 
berhutang, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan harta 
yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan dalam kurun waktu 





diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang dengan nilai yang sama.
1
 
Sebagaimana tercantum dalam al-Qur‟an surat Al-Baqarah (2): 245  
َ قَْرًضا
ه
ِعفَٗه لَٗهۤٗ اَْضَعا فًا َکثِْيَرة َمْن َذا الَِّذْي يُْقِرُض ّللّا َحَسنًا فَيُضه      
"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah 




 Ayat di atas menjelaskan bahwasanya siapa saja yang memberikan 
bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka 
Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang berlimpah. 
Maka dari itu setiap orang disunnahkan untuk memberikan pinjaman kepada 
orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan 
pinjaman, salah satunya adalah memberikan pinjaman uang.
3
  
 Utang-piutang (qardh) secara bahasa adalah memotong. Sedangkan secara 
istilah ialah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang 
lain,pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam dan dia 
harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.
4
 Akad qardh atau pinjaman 
bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan 
memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk 
memperoleh keuntungan dan berbisnis.
5
 Apabila dalam akad qardh 
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 Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 




 Fadhal AR. Bafadal, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 




 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15. 










mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman (ziyadah), 
maka praktek tersebut mengandung unsur riba.
6
 Riba utang piutang atau riba 
nasi‟ah ialah tambahan yang sudah ditentukan di awal transaksi, yang diambil 
oleh si pemberi pinjaman dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan 
dari pelunasan bertempo. 
7
 
 Unit Pengelola Kegiatan (UPK)/Sub Unit Pengelola Perguliran adalah 
Lembaga yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) atau 
Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengelola kegiatan dana bergulir. Adapun 
Tim Verifikasi selanjutnya disingkat TV adalah lembaga yang bertugas untuk 
melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didana. Tim ini 
dibibentuk dan ditentukan melalui MAD. Serta Badan Pengawas UPK selanjutnya 
disingkat BP-UPK adalah lembaga yang dibentuk BKAD atau MAD untuk 
melakukan monitoring, surpervisi dan pengawasan kepada UPK atau nama 
lainnya. Sedangkan Tim Pendanaan adalah Tim yang membuat keputusan 
pendanaan suatu pinjaman yang dibentuk berdasarkan kesepakatan pada forum 
MAD. Dan  Kelompok Simpan Pinjam (KSP) adalah kelompok yang mempunyai 
kegiatan simpanan dan pinjaman. Kelompok ini dibedakan menjadi Kelompok 
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Campuran.
8
 
Tujuan Kegiatan pengelolaan dana bergulir antara lain : 
                                                          
 
6
 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi‟i 2, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 21. 
 
7
 Agus Rijal, Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit 









a. Memberikan kemudahan akses pendanaan ekonomi rumah tangga baik 
kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha. 
b. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir. 
c. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah 
perdesaan. 
d. Meningkatkan peran kelembagaan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir 
(UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan dan lembaga pendukung 
lainnya) sebagai pengelolaan dana bergulir yang mengacu pada tujuan 
pengelolaan dana bergulir secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan. 
e. Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin dalam pemenuhan 




Sasaran pemanfaatan dana bergulir dibedakan kedalam jenis dan fungsi 
kelompok (pasal 5). 
1. Sasaran pemanfaatan dan bergulir di bedakan ke dalam jenis dan fungsi 
kelompok. 
 Adapun sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 adalah : 
a. KSP adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan 
simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai 
anggota Rumah Tangga Miskin. 
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b. KUB adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola 
secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok 
yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin. 
c. Kelompok Aneka Usaha adalah kelompok yang anggotanya Rumah 
Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara 
individual oleh anggota. 
2. Sasaran pemanfataan dana bergulir berdasarkan fungsi kelompok sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 5 adalah : 
a. Kelompok Chanelling (penyaluran) adalah kelompok yang hanya 
menyalurkan pinjaman dari UPK kepada pemanfaat tanpa mengubah 
persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UPK. 
b. Kelompok Excuting (pengelola) adalah kelompok yang mengolah 
pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh kelompok selanjutnya memberikan pelayanan kepada 




 Dana pengguliran Usaha Ekonomi Produktif dapat digunakan untuk 
pendanaan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam Perempuan. 
Dan dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan hanya digunakan untuk 
pendanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan.
11
 
Aturan pokok perguliran dana bergulir antara lain : 
                                                          
 
10
 Ibid., pasal  5-7.  
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1. Pendanaan dana bergulir diperbolehkan untuk memberikan pinjaman 
secara individual (Perempuan ) dengan agunan dan diperbolehkan untuk 
pendanaan secara kelompok. 
2. Pendanaan kelompok harus bersifat lansung tanpa adanya lembaga 
perantara. 
3. Setiap kelompok yang menerima pendanaan harus telah dilakukan 
verifikasi oleh Tim Verifikasi Perguliran. 
4. Setiap pendanaan kepada kelompok harus ada perjanjian antara kelompok 
dan UPK. 
5. Pembebanan jasa pinjaman sesuai dengan bunga pasar yang ditetapkan 
oleh forum MAD atau suatu Tim yang dibentuk forum MAD. 
6. Jadwal angsuran harus sesuai dengan fungsi kelompok dan jenis 
kelompok. 
7. Kelompok dapat diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) 
8. Tidak diperbolehkan melakukan pembagian jasa pinjaman dan pendapatan 
sebelum dikurangi biaya-biaya dan resiko pinjaman. 
9. Segala ketentuan tentang pemberian pinjaman diatur lebih lanjut dalam 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Perguliran.
12
 
 Dalam Sistem Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Batang 
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau menggunakan sistem bunga 
sebanyak 15% pertahun. 
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 Anggaran Rumah Tangga BKAD Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri 





 Setelah penulis mewawancarai salah satu nasabah yang bernama Tatik 
pada tanggal 10 November 2020 yang berasal dari Desa Selunak Kecamatan 
Batang Peranap, nasabah yang bersangkutan memberikan beberapa pernyataan 
dimasyarakat diantaranya: 
1. Di masyarakat keinginan mengurangi besaran bunga tersebut menjadi 10% 
pertahun, tetapi jika ingin dirubah harus melalui Musyawarah Antar Desa 
(MAD) terlebih dahulu, dan barulah dimasukkan kembali pada Standar 
Operasional Prosedur (SOP). 
2. Di masyarakat keinginan melakukan Musyawarah Antar Desa secepatnya, 
tetapi Musyawarah Antar Desa tersebut hanya dapat dilakukan satu kali 
dalam setahun, dan untuk merubah SOP tersebut harus dihadiri oleh 
Camat, Kepala Desa di Sekecamatan Batang Peranap, dan perwakilan 
kelompok-kelompok pemanfaat. Tetapi sampai saat ini belum bisa di 
rubah karena menurut pengelola untuk 10% tersebut tidak mencukupi 




 Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pelaksanaan Simpan Pinjam Khusus Perempuan 
Dana Bergulir Perspektif Hukum Islam: Studi Di Kecamatan Batang 
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau”. 
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B. Batasan Masalah 
 Pembatasan masalah ini berfungsi agar tidak terjadi pelebaran atau 
perluasan masalah dalam penulisan yang diangkat, sehingga peneliti 
memfokuskan  untuk membahas tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Khusus 
Perempuan Dana Bergulir Perspektif Hukum Islam: Studi Di Kecamatan 
Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. 
 
C. Rumusan Masalah 
 Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik 
untuk mengambil suatu perumusan masalah yaitu : 
1. Bagaimana sistem bunga dalam simpan pinjam khusus perempuan 
dana bergulir di masyarakat Kecamatan Batang Peranap? 
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem bunga pada 
simpan pinjam khusus perempuan di Kecamatan Batang Peranap? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui Bagaimana sistem bunga dalam simpan pinjam 
khusus perempuan dana bergulir di masyarakat Kecamatan Batang 
Peranap. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem 
bunga pada simpan pinjam khusus perempuan di masyarakat 





2. Kegunaan Penelitian 
a. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat 
menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan di Fakultas 
Syariah dan Hukum, khususnya pada Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah (Muamalah) dan mahasiswa serta khususnya  masyarakat 
Kecamatan Batang Peranap terkait pemahaman mengenai pelaksanaan 
simpan pinjam khusus perempuan dana bergulir perspektif hukum 
islam. 
b. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan 
sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian 
lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami pelaksanaan simpan 
pinjam khusus perempuan dana bergulir perspektif hukum islam di 
Kecamatan Batang Peranap Kabupeten Indragiri Hulu Provinsi Riau. 
c. Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana 
Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
 
E. Metodologi Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Batang Peranap 
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Penelitian ini bersifat lapangan 
(field research) oleh karena itu peneliti memilih Pelaksanaan  Simpan 





Indragiri Hulu Provinsi Riau yang ditinjau menurut Perspektif Hukum 
Islam. Karena terkhususnya di Kecamatan Batang Peranap banyak 
Perempuan yang meminjam guna untuk usaha keci/perdagangan kaki lima. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola dan nasabah di unit 
pengelola kegiatan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu 
Provinsi Riau, adapun objeknya yaitu Simpan Pinjam Khusus Perempuan 
Dana Bergulir Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu 
Provinsi Riau menurut perspektif hukum islam. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi merupakan sekumpulan objek atau subjek penelitian 
yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah 
ditentukan sebelumnya.
14
 setelah melihat dokumentasi penulis 
mendapati 110 populasi. Di antaranya terdapat pengelola 10 orang, 
terdiri dari Ketua UPK 1 orang, Bendahara 1 orang, Tim Verifikasi 2 
orang, Tim Penyehat Pinjaman 2, Tim Pendanaan 2 orang, Fasilitator 
Kecamatan 1 orang, Pendamping Lokal 1 orang.   Dan Nasabah yang 
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Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan 
menggunakan teknik yang disebut sampling.
15
 Sampel dalam 
penelitian ditetapkan dengan teknik Random Sampling, Berdasarkan 
pengertian diatas maka penulis mengambil sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 10 pengelola, dan 10% dari 100 nasabah yaitu 10 orang. Jadi 
total keseluruhan sampel sebanyak 20 orang yang akan diteliti. 
4.  Sumber Data 
a. Data Primer 
 Data primer adalah data yang diperoleh secara lansung dari objek 
penelitian sebagai sumber informasi yang di cari.
16
 Data primer juga 
disebut dengan istilah data asli. Dalam hal ini data primer yang 
diperoleh peneliti bersumber dari pengelola dan nasabah di unit 
pengeloa kegiatan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri 
Hulu Provinsi Riau. 
b. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat 
diperoleh dari luar objek penelitian.
17
 Sumber data sekunder ini 
melalui sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung 
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seperti buku kepustakaaan, dokumentasi maupun catatan-catatan serta 
seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut. 
c. Data Tersier 
 Data tersier adalah data yang digunakan sebagai penunjang dari 
data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh dari Kamus, 
Internet, Jurnal, Ensiklopedia dan lainnya yang menunjang penelitian. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
1) Observasi  
 Pengumpulan data secara lansung pada unit pengelola kegiatan 
Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau 





 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban 
atas pertanyaan itu. Teknik ini digunakan dengan wawancara secara 
lansung kepada responden dan informan. Hal ini dimaksud untuk 
mendapatkan data mengenai Simpan Pinjam Khusus Perempuan Dana 
Bergulir Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu 
Provinsi Riau dari masalah yang akan diteliti. 
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 Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pengelola dan 
nasabah yang ada pada unit pengelola kegiatan Kecamatan Batang 
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Terdapat 10 orang 
pengelola dan 10 orang nasabah yang meminjam uang. Wawancara ini 
dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi secara lansung 
mengenai Simpan Pinjam Khusus Perempuan Dana Bergulir Di 
Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. 
3) Dokumentasi 
 Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang 
sesuatu yang sudah berlalu, dokumen tentang orang atau kelompok 
orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan 
terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat 
berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa teks 
tertulis, artefacts, gambar maupun foto.
19
 
6. Teknik Analisis Data 
 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau 
mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang 
diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat 
diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan. 
 Analisis yang digunakan oleh penulis ialah analisis kualitatif, yaitu 
data yang telah dikumpulkan di analisis secara deskriptif dengan 
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menguraikan permasalahan yang ada dengan jelas. Kemudian ditarik 
simpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian 
bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil peneitian ini 
dapat dipahami dengan mudah. 
7. Teknik Penulisan 
a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya 
dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum lalu diambil 
suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
20
 
b. Deskriptif, yaitu penulisan yang mengumpulkan fakta-fakta serta 
menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa. 
 
F. Sistematika Penulisan 
  Sistematika penyusunan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab masing-
masing bab terdiri dari sub-sub bab, adapun secara sistematik adalah sebagai 
berikut:  
BAB I       : PENDAHULUAN 
Merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara global dan 
menyeluruh mengenai materi yang dibahas, didalamnya terdiri 
dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metodologi penelitian 
serta sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 




Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial 





Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum 
UPK Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu 
Provinsi Riau. Seperti sejarah berdirinya, dasar hukum, tanggal 
pokok, struktur organisasi dan visi misi. 
BAB III   : TINJAUAN UMUM TENTANG SIMPAN PINJAM  
Mengemukakan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan 
permasalahan yang dibatasi pada pelaksanaan Simpan Pinjam 
yang dalam fiqih muamalah disebut Utang Piutang (qardh), 
pengertian dan dasar hukum qardh, rukun dan syarat qardh, serta 
hikmah dan manfaat qardh. Serta pengertian riba, hukum riba, 
macam-macam riba, dan sebab diharamkannya riba dalam hukum 
islam. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Membahas secara terperinci tentang pelaksanaan Simpan Pinjam 
Khusus Perempuan Dana Bergulir di Kecamatan Batang Peranap 
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Mengenai sistem bunga 
dalam simpan pinjam khusus perempuan dana bergulir di 
masyarakat Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu 
Provinsi Riau, serta pandangan hukum islam terhadap sistem 
bunga pada simpan pinjam khusus perempuan di Kecamatan 
Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. 





Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan 
saran yang diharapkan oleh penulis kepada pihak unit pengelola 
kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan Dana Bergulir di 
Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi 











GAMBARAN UMUM UNIT PENGELOLA KEGIATAN MITRA 
SEJAHTERA KECAMATAN BATANG PERANAP 
 
A. Sejarah  Berdirinya Unit Pengelola Kegiatan Mitra Sejahtera Kecamatan 
Batang Peranap 
 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga yang dibentuk Badan 
Kerjasama Antar Desa (BKAD) atau Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk 
mengelola kegiatan dana bergulir. Pada awalnya Kementrian Pembangunan 
Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia mengususulkan 
Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd pada tanggal 
Jakarta/ 13 juli 2015 kepada Gubernur, Bupati/ Walikota dalam rangka 
pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Dan di 
keluarkanlah peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
pengelolaan dana bergulir.  
 Adapun Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mitra Sejahtera berdiri pada 
tahun 2018 tepatnya berada di Jalan Dwi Marta Km. 02 Desa Selunak. 
Organisasi ini berdiri  di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri 
Hulu Provinsi Riau untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Organisasi ini 









Luas bangunan Unit Pengelola Kegiatan Mitra Sejahtera Kecamatan Batang 
Peranap yaitu: 8 x 12 m. 
 
B. Dasar Hukum 
 Landasan hukum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan 
Batang Peranap adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
Pasal 92 Ayat (3) “Kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama 
Antar Desa yang dibentuk melalui peraturan Bersama Kepala Desa. 
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C. Tanggal Pokok 
 Tanggal pokok pada Unit Pengelola Kegiatan Mitra Sejahtera 
Khususnya pada Simpan Pinjam Khusus Perempuan tergantung kapan 
pencairannya, bisa pada awal bulan pada tangga 1 (satu), pada pertengahan 
bulan pada tanggan 17 (tujuh belas) maupun pada akhir bulan pada tanggal 30 
(tiga puluh). 
 
D. Struktur Organisasi 
STRUKTUR ORGANISASI  























2. M. Reduan 
TIM  
VERIVIKASI 




1. Edi Pera S.Sos 
2. Eko Nopriandi 
FASILITATOR 
KECAMATAN 
Al Sula A.Md 
PENDAMPING 
LOKAL 




E. Visi dan Misi 
 Visi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Batang 
Peranap adalah terwujudnya pelestarian dan pengembangan kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat dengan sistem pembangunan partsipatif. 
 Misi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Batang 
Peranap: 
1. Melestarikan kelembagaan dan kegiatan yang telah dilakukan 
pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prinsip Transparansi, 
Partisipasi Aktif, Keberpihakan pada Ekonomi Kerakyatan, 
Desentralisasi, Akuntabilitas, Keberlanjutan, dan Kesetaraan Gender. 
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat 
pemerintah Desa serta Kecamatan Batang Peranap dalam memfasilitasi 
system pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan 
pemberdayaan masyarakat. 
3. Meningkatkan keterpaduan antar program/ kegiatan penanggulangan 
kemiskinan di daerah. 
4. Mengakomodasi usulan kegiatan pembangunan dari msyarakat ke 
dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. 
5. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan Pemerintahan 
Desa dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan. 
6. Mewujudkan sistem penganggaran pemerintah Daaerah yang 




(BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir antar desa 




















TINJAUAN UMUM TENTANG SIMPAN PINJAM 
 
A. Pengertian Utang-piutang (Qardh) 
 Secara etimologis qardh merupakan bentuk masdar dari qaradha asy-
syai‟-yaqridhu, yang berarti dia memutuskan, Qardh adalah bentuk masdar 
yang berarti memutuskan. Dikatakan, qaradhu asy-syai‟a bil-miqradh, atau 
memutus sesuatu dengan gunting. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan 
oleh pemilik untuk dibayar. 
 Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada 
orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya
22
 di kemudian 
hari. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qardh adalah penyediaan 
dana atau tagihan antar embaga keuangan syariah dengan pihak peminjam 
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai 
atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Defnisi yang dikemukakan dalam 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam 
meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah. 
 
B. Dasar Hukum Qardh 
Dasar disyariatkannya qardh adalah Al-Qur‟an, Hadis dan Ijma‟. 
a. Dali Al-Qur‟an adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 245: 
َ قَْرًضا َحَسنًا
ه
ِعفَٗه لَٗهۤٗ اَْضَعا فًا َکثِْيَرة َمْن َذا الَِّذْي يُْقِرُض ّللّا فَيُضه      
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Yang artinya: “siapakah yang mau memberika pinjaman kepada Alah, 
pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah 
akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda 
yang banyak”. 
 Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT 
menyerupakan amal saleh dan member infak fi sabilillah dengan harta 
yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat 
ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman 
(utang) karena orang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan 
gantinya sehingga menyerupai orang yang menguntangkan sesuatu 
agar mendapat gantinya. 
b. Dalil Hadis adalah riwayat Imam Musim yang bersumber dari Abu 
Rafi‟ r.a., sebagai berikut: “Sesungguhnya Rsulullah SAW berutang 
seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan 
kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi‟ 
kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan diantara 
unta-unta tersebut kecuali unta yang usisannya menginjak tujuh tahun. 
Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik 




 Ibnu majah meriwayatkan Hadis yag bersumber dari Ibnu Mas‟ud 
r.a. dari Nabi SAW, Beliau bersabda; “Tidaklah seorang seorang 
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muslim member pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali 
melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali.” 
(HR. Ibnu Majah). 
c. Dalil Ijma‟ adalah bahwa semua kaum muslim telah sepakat di 
bolehkannya utag piutang. 
 
C. Rukun dan Syarat Qardh 
Rukun qardh ada tiga, yaitu: 
1. Sighat 
 Yang dimaksud dengan sighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada 
perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz 
seperti kata, “Aku memberimu utang,” atau “Aku mengutangimu.” 
Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan 
kerelaan, seperti, “Aku berutang” atau “Aku menerima,” atau “Aku 
ridha” dan lain sebagainya. 
2. „Aqidain 
 Yang dimaksud dengan „aqidain (dua pihak yang melakukan 
transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat 
bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai 
(rasyid, dapat membedakan baik dan buruk).  
3. Harta yang diutangkan 
Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: 1) Harta berupa 




jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan 
nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, 
ditanam, dan dihitung, 2) Harta yang diutangkan disysaratkan berupa 
benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). 3) Harta yang 
diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. 
 
D. Hikmah dan Manfaat Qardh 
Hikmah disyariatkannya qardh yaitu sebagai berikut: 
1. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong 
dalam kebaikan dan ketakwaan. 
2. Menguatkan ikatan ukhwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan 
bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan 




E. Pengertian Riba 
 Secara bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Tambahan (ziyadah), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta 
tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.  Ziyadah di sini ialah 
tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak. 
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2. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah 
membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada 
orang lain. 
3. Berlebihan atau mengelembung, kata-kata ini berasa dari firman Allah 
SWT. 
َسثَذ َٔ ْد  ْزَضَّ  ا
“Bumi jadi subur dan gembur,” (A-Hajj: 5). 
Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan riba  menurut Al-Mali 
ialah: akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak 
diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara‟, ketika kerakad atau 





F. Hukum Riba 
 Riba diharamkan oleh seluruh agama Samawi, dianggap membahayakan 
oleh agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Didalam Perjanjian Lama disebutkan 
bahwa jika kamu meridhakan harta kepada salah seorang putra bangsaku, 
janganlah kamu bersikaf seperti orang yang mengutamakan, jangan kau 
meminta keuntungan untuk hartamu, jika saudaramu membutuhkan sesuatu, 
maka tanggunglah, jangan kau  meminta darinya keuntungan dan manfaat. 
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 Al-Qur‟an menyinggung masalah riba dalam berbagai tempat dan tersusun 
secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Pada periode Makkah, turun 
firman Allah yang berbunyi: 
 ِ
َُْذ للّاٰ ا ِع ْٕ ا ِل انَُّب ِط فَََل َْٚشثُ َٕ ْٙۤ اَْي ۡا فِ َٕ َْشثُ ثًب نِّٛ ٍْ سِّ ْٛزُْى يِّ َيۤب ٰارَ َٔ ۚ   ٍْ ْٛزُْى يِّ َيۤب ٰارَ َٔ
ٌ ْٕ ْضِعفُ ًُ ئَِك ُُْى اْن
ِ فَبُ ٰٔنٰٓ ْجَّ للّاٰ َٔ  ٌَ ْٔ ُذ ْٚ  َصٰكٍٕح رُِش
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang 
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan 
Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat 
gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum: 39). 
 Pada periode madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas-
jelasan, yaitu seperti tercantum dalam Surah Ali-Imran ayat 130: 
ا ََل رَأُْكهُٕا انشِّ  ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ َب انَِّز ـبَُّٚٓ
ٰضَعفَخً ٰٚۤ ٕا اَْضَعب فًب يُّ
ٌ    ٰثۤ ْٕ َ نََعهَُّكْى رُْفهُِح ا رَّقُٕا للّاٰ َّٔ  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan.” 
 Riba di sini ialah riba nasi‟ah. Menurut sebagian besar ulama, bahwa riba 
nasi‟ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. riba yang 
dimaksud ayat diatas adalah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum 
terjadi dalam masyarakat zaman jahiliyah.
26
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 Riba Qardh (riba jahiliyah/ riba nasi‟ah) itu diharamkan menurut A-
Qur‟an dan Ijma‟ ulama. Oleh karena itu, seluruh ulama tanpa terkecuali telah 
sepakat bahwa riba alqardh itu diharamkan dalam islam. Banyak dalil yang 
menegaskan tentang keharaman ini. 
a) Dalam A-Qur‟an Surat Al-Baqarah [2]: 278. Yang berbunyi: 
ُْزُْى ُيْؤِيٍُِٛ ٌْ ُك ثَب إِ ٍَ انشِّ َٙ ِي َرُسٔا َيب ثَقِ َٔ  َ ٍَ آََيُُٕا ارَّقُٕا للاَّ َب انَِّزٚ َ َٚب أَُّٚٓ  
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Swt. Dan 
tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 
yang bariman. (QS. Al-Baqarah [2]: 278). Lafaz riba dalam ayat diatas 
adalah riba yang terkait dengan akad simpan pinjam. 
b) Ijma‟ ulama 
 Para ulama telah sepakat bahwa riba qardh itu diharamkan dalam 
Islam dan termasuk riba jahiliyah sesuai dengan kaidah fikih: “setiap 
peminjam yang memberikan tambahan manfaat itu termasuk riba.” 
 Oleh karena itu, berdasarkan dalil diatas yang shahih dan sharih 
(jelas dan tegas) menunjukan bahwa riba qardh (riba jahiliyah/ riba 
nasi‟ah) ini termasuk tsawabit dan qath‟iyat (hal yang prinsipil dan 
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G. Macam-Macam Riba 
 Riba bisa diklarifikasikan menjadi tiga: Riba al-fadhl, riba al-yadd, dan 
riba an-nasi‟ah. Berikut penjelasan lengkap masing-masing: 
1. Riba Al-Fadhl 
a. Defenisi Riba Al-Fadhl 
 Adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika 
terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah 
mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada 
akhirnya orang akan jatuh kepada riba yang hakiki yaitu riba an-
nasi‟ah yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab. Dalam 
konteks itulah Rasulullah bersabda: “Janganah kalian menjual satu 
dirham dengan dua dirham sesungguhnya saya takut terhadap kalian 
dengan rima, dan rima artinya riba.” 
 Karena perbuatan ini bisa mendoong seseorang untuk melakukan 
riba yang hakiki, maka menjadi hikmah Allah dengan 
mengharamkannya sebab ia bisa menjerumuskan mereka ke dalam 
perbuatan haram, termasuk dalam bagian ini adalah riba qardh, yaitu 
seseorang member pinjaman uang kepada orang ain dan dia 
memberikan syarat supaya si pengutang memberinya manfaat seperti 
menikahi anaknya, atau membeli barang darinya, atau menambah 
jumlah bayaran dari utang pokok. Rasulullah bersabdah: setiap utang 





b. Hukum Riba A-Fadhl 
 Tidak ada perbedaan antara empat imam mazhab tentang haramnya 
riba al-fadhl, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang 
membolehkannya di antaranya Abdullah bin Mas‟ud namun ada 
nukilah riwayat bahwa beliau sudah menarik pendapatnya dan 
mengatakan haram. Dalil pengharamannya adalah sabdah Rasulullah: 
jangan kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, tepung 
dengan tepung, dan gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, 
garam dengan garam kecuali yang satu ukuran dan sama beratnya dan 
jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hati kalian dengan syarat 
tunai, siapa yang menambah atau meminta tambahan sungguh dia telah 
melakukan riba yang mengambil dan member keduanya sama. 
 Arti hadis ini adalah bahwa jika manusia memerlukan pertukaran 
barang dari satu jenis yang sama merka boleh melakukannya dengan 
saah satu dari dua cara: 
1) Mereka menukarnya dengan yang sama ukurannya tanpa ada 
kelebihan dan pengurangan dengan syarat tunai dan serah terima 
sebelum berpisah. Namun ada hal yang perlu diperhatikan antara 
dua barang tersebut seperti perbedaan kualitas umpamanya. 
2) Seorang menjual barangnya secara tunai tanpa ada penangguhan 
sama sekali. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh 
Abu Sa‟id Al-Khudri dan Abu Hurairah: “bahwa Rasulullah 




si laki-laki itu membawa kurma yang bagus kepada mereka, 
kemudian Rasul bertanya: “apakah semua kurma Khaibar seperti 
ini?” Dia menjawab: “Tidak, kami membeli satu sha‟ dengan tiga 
sha‟,” Nabi berkata: “Jangan kamu lakukan, jua semuanya dengan 
harga dirham lalu kamu beli kurma yang baik dengan dirham.
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c. Hikmah Pengharaman Riba Al-Fadhl 
 Mengingat pengharaman riba al-fadhl memiliki kemiripan dengan 
riba, terdapat unsure dari unsure-unsur riba yang hakiki, namun 
memang tidak diragukan bahwa ada perbedaan yang mendasar dalam 
pertukaran dua barang yang sama yang mengharuskan ada tambahan, 
hal sangat jelas sekali dari kisah Bilal ketika dia member dua sha‟ dari 
kurmanya yang jelek dan mengambil satu sha‟ kurma yang baik, 
namun samanya dua rupa barang dari satu jenis menimbulkan satu 
syubhat bahwa ada transaksi riba sedang terjadi, karena kurma 
melahirkan kurma. Dan Nabi sudah menggambarkannya sebagai 
bentuk riba dan melarangnya, dan menyuruh menjual barang yang 
ingin diganti dengan uang lalu membeli barang yang akan dibeli 
dengan uang tersebut untuk menjatuhkan kemiripan riba dalam 
transaksi tersebut sama sekali. 
 Itu dari satu sisi dan dari sisi yang lain terkadang sebagian orang 
picik dan penipu memperalat orang-orang yang lemah wawasannya 
dan menipu mereka dengan mengatakan satu karung gandum ini sama 
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dengan tiga karung gandum karena kualitasnya, dan satu perhiasan 
yang terukir dengan ukiran indah dan terbuat dari emas sama dengan 
nilainya dengan dua pehiasan dan hal ini bisa menimbulkan penipuan 




2. Riba Al-yadd (Tangan) 
 Adalah jual beli dengan dengan mengakhirkan penyerahan kedua 
barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktu. 
3. Riba An-nasi‟ah 
a. Defenisi Riba An-nasi‟ah 
 Adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. 
Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyah. Salah seorang 
dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu 
tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam 
setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh 
tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika dia belum sanggup 
membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah. 
 Riba dalam jenis transaksi ini sangat jelas dan tidak perlu 
diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuh semua 
seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan 
tambahan. Dan jadikan keuntungan (interest) sebagai syarat yang 
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terkandung dalam akad yaitu sebagai harta melahirkan harta karena 
adanya tempo dan tidak lain ada lagi yang lain. 
b. Hukum Riba An-Nasi‟ah 
 Keharaman riba an-nasi‟ah telah ditetapkan berdasarkan nash yang 
pasti dengan Kitab Allah dan Rasul-Nya serta ijma‟ kaum muslimin. 
Adapun dalil Al-Qur‟annya adalah firman Allah dalam surah Al-
Baqarah [2]: 275-276. 
 ٍَ ٌُ ِي ْٛطَب ب َٚقُُٕو انَِّز٘ َٚزََخجَّطُُّ انشَّ ًَ ٌَ إَِل َك ثَب َل َٚقُُٕيٕ ٌَ انشِّ ٍَ َٚأُْكهُٕ انَِّزٚ
َو  َحشَّ َٔ َْٛع  ُ اْنجَ أََحمَّ للاَّ َٔ ثَب  ُْٛع ِيْثُم انشِّ ب اْنجَ ًَ ُْى قَبنُٕا إََِّ ًَظِّ َرنَِك ثِأَََّٓ ثَب اْن انشِّ
ٍْ َعبَد  َي َٔ  ِ أَْيُشُِ إِنَٗ للاَّ َٔ َْزََٓٗ فَهَُّ َيب َعهََف  ِّ فَب ٍْ َسثِّ ِعظَخٌ ِي ْٕ ٍْ َجبَءُِ َي ًَ فَ
( ٌَ ُْٚشثِٙ ٥٧٢فَأُٔنَئَِك أَْصَحبُة انَُّبِس ُْْى فَِٛٓب َخبنُِذٔ َٔ ثَب  ُ انشِّ َحُق للاَّ ًْ َٚ )
ُ َل ُِٚحتُّ ُكمَّ َكفَّ  للاَّ َٔ َذقَبِد   (٥٧٢بٍس أَثٍِٛى )انصَّ
 
Yang artinya: (275) Orang-orang yang memakan riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan 
karena (tekanan) penyakit gila. Barang siapa yang mengulangi 
(mengambil riba), maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di 
dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. 






Yang artinya: Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan 
tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (278) Maka 
jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka 
ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan 
RosulNya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, 
kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya”(279). 
 Dalam ayat ini Allah memngungkapkan apa yang ada dalam 
transaksi riba berupa keburukan dan kekejian, kekeringan hati dan 
kejahatan yang akan terjadi di masyarakat, kerusakan di muka bumi 
dan hancurnya manusia. Oleh sebab itu, Islam tidak pernah 
mengungkapkan kekejian sesuatu yang ingin dibatalkannya dari 
perkara jahiliyah lebih dari ungkapan-Nya terhadap transaksi riba 
dalam ayat ini dan beberapa ayat pada tempat lain. Dan siapa yang 
memperhatikan hikmah dan keagungan agama ini, sempurnanya 
manhaj, dan keindahan aturan ini ia akan menentukan apa yang belum 
ditemukan oleh mereka yang pertama kali mendapati nash ini. Pada 
hari ini kita melihat realitas masyarakat yang membenarkan setiap 
ungkapan yang jujur, hidup dan lansung, sebuah hidup manusia yang 
sesat yang memakan harta riba, kepasrahan yang membawa bencana 
dan derita yang tiada tara akibat dari aturan yang memakai system riba, 
kerusakan dalam akhlak, agama, kesehatan dan ekonomi, dan benar-
benar mendapat peperangan dari Allah dengan ditimpahkan 




dan masyarakat, sedangkan mereka tidak mengambil pelajaran dan 
sadar dari kesalahan. 
 Umat islam telah sepakat bahwa riba haram dan termasuk dosa 
besar sampai ada yang mengatakan riba juga tidak dihalalkan dalam 
syariat-syariat sebelumnya sebagaimana firman Allah dalam surah An-
Nisa‟ [4]: 161. 
 ُُّْ قَْذ َُُٕٓ۟ا َع َٔ ۟ا  ٰٕ ثَ ُِْى ٱنشِّ أَْخِز َٔ 
Yang artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal 





H. Sebab Diharamkannya Riba dalam Hukum Islam 
 Sebab-sebab diharamkannya banyak sekali,berikut ini rincian sebab-
sababnya: 
 Firman Allah Swt dan Rasul-Nya dalam melarang atau mengharakan 
riba 
َْٛع  ُ اْنجَ أََحمَّ للاَّ ةَ َٔ َو انشِّ َحشَّ أَ  
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-
Baqarah: 275) 
ٰضَعفَخً  ٕا اَْضَعب فًب يُّ
ٰثۤ ا ََل رَأُْكهُٕا انشِّ ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ َب انَِّز ـبَُّٚٓ
َ نََعهَُّكْى    ٰٚۤ
ا رَّقُٕا للّاٰ َّٔ
ٌ ْٕ  رُْفهُِح
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“Hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu memakan riba 
secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan 
kamu menang.” (QS. Ali Imran: 130) 
 ُُّْ قَْذ َُُٕٓ۟ا َع َٔ ۟ا  ٰٕ ثَ ُِْى ٱنشِّ أَْخِز َٔ 
 
“Dan disebabkan mereka memakan riba, Kami haramkan kepada 
mereka untuk mengambil, memakan, dan memanfaatkan barang riba,” 
(QS. An-Nisa: 161) 
َذقَبدِ  ُْٚشثِٙ انصَّ َٔ ثَب  ُ انشِّ َحُق للاَّ ًْ َٚ 
“Allah menghapuskan berkah harta riba dan menyuburkan harta 
sedekah.” (QS. Al-Baqarah: 276) 
 َ ٍَ آََيُُٕا ارَّقُٕا للاَّ َب انَِّزٚ ٍَ  َٚب أَُّٚٓ ُْزُْى ُيْؤِيُِٛ ٌْ ُك ثَب إِ ٍَ انشِّ َٙ ِي َرُسٔا َيب ثَقِ َٔ  
“Hai orang-orang yang beriman,bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang 
beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278) 
ثًب  ٍْ سِّ ْٛزُْى يِّ َيۤب ٰارَ َٔ ِ
َُْذ للّاٰ ا ِع ْٕ ا ِل انَُّب ِط فَََل َْٚشثُ َٕ ْٙۤ اَْي ۡا فِ َٕ َْشثُ   نِّٛ
“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan, agar dia 
menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah 
disisi Allah.” (QS. Ar- Rum: 39) 
Rasulullah Saw, bersaabdah: 




“Satu  dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang 
tersebut mengetahui dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada 
dosa tiga puluh enam kali zina.” (Riwayat Ahmad) 
ثبثبأدَبْبانزٖ ٚقع عهٗ ايّانشثباعُبٌ ٔعزٌٕ    
“Riba memilki enam puluh dua pintu dosa, dosa yang paling ringan 




 Menurut Ibnu Taimiyah: Riba secara pasti ialah satu macam 
penganiayaan atas yang membutuhkan pinjaman. Oleh sebab itu, maka 
ia adalah lawan dari bersedekah. Sesungguhnya Allah tidak 
membiarkan orang-orang kaya dengan kekayaannya saja, tapi 
mewajibkan atas mereka agar memberi fakir karena keselamatan 
antara orang kaya dan fakir tidak lengkap, tanpa sedekah. Bila orang 
kaya meriba dengannya, maka ia bagaikan memperlakukan antara 
seorang laki-laki yang berutang, maka dia menganiayanya dengan 
tidak mau meminjamkannya atau mau, bila sedia menambahkan 
kepadanya padahal orang yang berutang membutuhkan uang, jadi riba 
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 Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam 
Khusus Perempuan  mengenai sistem bunga Menurut Hukum Islam, 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Di Unit Pengelola Kegiatan Mitra Sejahtera Kecamatan Batang 
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau pelaksanaan simpan 
pinjam khusus perempuan diprioritaskan kepada kelompok masyarakat 
yang beranggotakan rumah tangga miskin, dan pengelola 
menggunakan sistem bunga (Riba), dengan adanya bunga tersebut 
nasabah merasa keberatan. 
2. Dalam Islam Simpan Pinjam boleh dilakukan asalkan berdasarkan 
aturannya seperti meminjam uang hendaklah meminjam kepada 
seseorang tanpa disertai bunga (Riba), kemudian pengelola harus 
mengetahui apakah nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan 
pinjaman dengan disertai bunga dan meminta jaminan atas pinjaman 
tersebut. Janganlah memberikan pinjaman yang disertai riba kepada 
orang-orang yang lemah/miskin bahwasannya apabila mengambil uang 
dari suatu sumber sebagai pinjaman dengan membayarkan bunga atas 




menurut syariat. Dan jika pembayaran bunga itu merupakan syarat 
dalam transaksi, maka itu adalah haram.  
 
B. Saran 
 Dengan adanya beberapa penjelasan diatas, maka penulis 
mengajukan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada pihak Unit 
Pengelola Kegiatan Mitra Sejahtera Kecamatan Batang Peranap 
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 
1. Kepada Pengelola Kegiatan Mitra Sejahtera Kecamatan Batang 
Peranap di harapkan dapat memperhatikan lagi apakah nasabah yang 
meminjam keberatan atau tidak atas adanya bunga atau jumlah besaran 
bunga tersebut. 
2. Kepada Pengelola Kegiatan Mitra Sejahtera Kecamatan Batang 
Peranap di harapkan lebih mempertimbangkan lagi apakah nasabah 
sanggup untuk membayar kedepannya atau tidak, sebaiknya pihak 
pengelola meminta jaminan atas suatu pinjaman. Dan jika dana masih 
sedikit sebaiknya pengelola segera mencari solusinya. 
3. Kepada Pengelola Kegiatan Mitra Sejahtera Kecamatan Batang 
Peranap hendaknya lebih memperhatikan lagi apakah nasabah paham 
akan sistem pada simpan pinjam khusus perempuan ini, agar tidak ada 




4. Kepada Pihak Pengelola Kegiatan Mitra Sejahtera Kecamatan Batang 
Peranap hendaknya merubah sistem riba menjadi sistem bagi hasil agar 
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